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ABSTRAK

Ketentuan KUHAP mensyaratkan penetapan tersangka oleh penyidik harus didasarkan
kepada adanya bukti permulaan yang cukup. Bukti permulaan yang cukup dimaksud
berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi harus didasarkan kepada setidak tidaknya 2
(dua) alat bukii yang sah, agar penyidik tidak menyalahgunakan kewenangannya, Hal
ini juga telah dintur dalam peratura Kepala Kepolisian Republik Indonesia No.12 tahun
2009 tentang pengawasan penanganan perkara pidana di lingkungan Kepolisian
Republik Indonesia. Hal ini diperlukan untuk memastikan tidak adanya pelanggaran
terhadap Hak Asasi Manusia. Penelitian ini menemukan bahwa proses penetapan
tersangka harus memenuhi prosedur, seperti : (1) Adanya laporan, (2) Adanya surat
panggilan untuk dimintai keterangan, (3) Menilai alat bukti yang ada, (4)) Menentukan
ada tidaknya tindak pidana, (5) Melengkapi alat bukti, (6) Mengadakan gelar perkara
baik biasa maupun khusus, dan (7) Menetapkan tersangka. Sedangkan kriteria alat
bukti permulaan yang cukup adalah harus terdapat kepastian mengenai perbuatan
pidana dan pelakunya. Dengan kata lain kriteria yang dimaksud secara meyakinkan
tidak boleh adanya keragu raguan mengenail hal terscbut. Oleh kama itu, alat bukti
harus diperoleh secara sah validasinya serta harus bisa dipercaya kredibilitas saksi atau

ahli.

(Kata Kunci : tersangka, penyidik, alat bukti)
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BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berbicara mengenai penegakan hukum tidak lepas dari pembahasan
mengenai bagaimana penyelesaian kasus kriminal atau tindak pidana yang terjadi.
Kasus-kasus kriminal yang terjadi di Indonesia mencakup berbagai tindak pidana,
mulai dari kejahatan ringan seperti pencurian dan penipuan, hingga kejahatan berat
seperti pembunuhan, terorisme, dan korupsi. Setiap tindak pidana memiliki
konsekuensi hukum yang berbeda, tergantung pada beratnya pelanggaran dan
dampak yang ditimbulkan terhadap korban serta masyarakat. Penanganan tindak
pidana di Indonesia sendri diatur oleh hukum pidana dan hukum acara pidana, yang
bertujuan untuk menegakkan keadilan, melindungi hak-hak korban, serta
memastikan bahwa pelaku kejahatan dihukum sesuai dengan tingkat kesalahannya.
Mekanisme penanganan tindak pidana ini juga disebut sebagai sistem peradilan
pidana.

Sistem peradilan pidana adalah mekanisme yang diatur oleh hukum untuk
menangani kasus-kasus kriminal, mulai dari penyelidikan hingga putusan
pengadilan dan pelaksanaan hukuman. Sistem ini terdiri dari beberapa lembaga,
yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. Kepolisian
bertugas menyelidiki kejahatan dan menangkap tersangka, kejaksaan bertanggung
jawab untuk menuntut tersangka di pengadilan, sementara pengadilan memutuskan

apakah tersangka bersalah atau tidak berdasarkan bukti-bukti yang diajukan.



Setelah putusan, jika tersangka dinyatakan bersalah, dia akan menjalani hukuman
di lembaga pemasyarakatan.

Ketika sebuah kejahatan terjadi, proses penanganannya dimulai dengan
pelaporan oleh korban atau saksi ke pihak kepolisian. Polisi kemudian melakukan
penyelidikan untuk mengumpulkan bukti-bukti dan mengidentifikasi pelaku. Jika
bukti-bukti awal cukup kuat, penyidik akan melanjutkan dengan penyidikan untuk
mengumpulkan lebih banyak bukti dan menetapkan siapa yang dapat ditetapkan
sebagai tersangka. Dalam proses ini, polisi dapat melakukan tindakan seperti
pemeriksaan saksi, penggeledahan, dan penyitaan barang bukti.

Setelah tersangka ditetapkan dan penyidikan selesai, kasus ini akan
diteruskan ke kejaksaan, di mana jaksa akan menyiapkan dakwaan dan membawa
kasus ini ke pengadilan. Di pengadilan, proses persidangan dilakukan untuk
memeriksa kebenaran tuduhan yang diajukan, mendengar keterangan saksi dan ahli,
serta mempertimbangkan bukti-bukti yang telah dikumpulkan. Tersangka memiliki
hak untuk membela diri dan mendapatkan bantuan hukum, serta berhak atas proses
persidangan yang adil dan tidak memihak.

Putusan pengadilan akan menentukan apakah tersangka dinyatakan bersalah
atau tidak bersalah. Jika dinyatakan bersalah, pengadilan akan menjatuhkan
hukuman yang sesuai, yang bisa berupa hukuman penjara, denda, atau hukuman
lainnya sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Dalam beberapa kasus
tertentu, hukuman mati masih diberlakukan di Indonesia, terutama untuk kejahatan-
kejahatan yang dianggap sangat berat seperti pembunuhan berencana atau

terorisme.



Berdasarkan penjelasan mekanisme sistem peradilan pidana tersebut, proses
penetapan tersangka merupakan proses yang krusial dalam sistem peradilan pidana.
Hal ini dikarenakan penetapan tersangka merupakan tahap krusial yang menandai
awal dari proses hukum terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana.
Dalam Pasal 1 angka (14) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum
Acara Pidana (KUHAP), Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau
keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak
pidana.! Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
(KUHAP) mengatur bahwa penetapan seseorang sebagai tersangka hanya bisa
dilakukan jika terdapat minimal dua alat bukti yang cukup serta didukung oleh
keyakinan penyidik bahwa orang tersebut terlibat dalam tindak pidana. Alat bukti
tersebut bisa berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan
keterangan dari tersangka itu sendiri. Oleh karena itu, proses penetapan tersangka
tidak bisa dilakukan secara sembarangan, karena menyangkut hak asasi seseorang.

Selain itu, proses penetapan tersangka juga membawa beberapa hal pneting
dalam sistem peradilan pidana. Pertama, penetapan tersangka merupakan dasar bagi
pihak kepolisian dan kejaksaan untuk melakukan tindakan hukum lebih lanjut,
seperti penahanan, penggeledahan, atau penyitaan barang-barang terkait dengan
kejahatan. Tanpa status tersangka, tindakan-tindakan ini tidak bisa dilakukan,
karena akan dianggap melanggar hak asasi manusia. Selain itu, penetapan tersangka

juga membuka jalan bagi proses persidangan di pengadilan.

! Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum
Acara Pidana, 1981.



Proses penetapan tersangka juga memberikan jaminan bahwa hukum
ditegakkan secara proporsional dan adil. Dengan adanya standar alat bukti yang
ketat, proses ini memastikan bahwa hanya mereka yang benar-benar terindikasi
kuat melakukan kejahatan yang dapat dikenai tindakan hukum lebih lanjut. Hal ini
penting untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan oleh aparat penegak
hukum dan untuk melindungi warga negara dari tuduhan yang tidak berdasar.

Selain itu, penetapan tersangka menandai dimulainya hak-hak hukum bagi
individu yang ditetapkan sebagai tersangka, termasuk hak untuk mendapatkan
bantuan hukum, hak untuk diberitahu tentang tuduhan yang dihadapinya, dan hak
untuk tidak diperlakukan secara tidak manusiawi selama proses hukum
berlangsung. Hak-hak ini merupakan bagian dari prinsip-prinsip fair trial yang
diakui secara internasional, dan menjadi fondasi dari sistem peradilan yang adil dan
beradab.

Namun, proses penetapan tersangka juga tidak luput dari tantangan dan kritik.
Salah satunya adalah potensi penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak
hukum, terutama jika proses penetapan tersangka dilakukan dengan tidak memadai
atau tanpa bukti yang cukup. Ini bisa mengakibatkan terjadinya kriminalisasi
terhadap individu yang sebenarnya tidak bersalah, yang pada akhirnya merusak
kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana.

Maka dari itu, penulis mengangkat permasalahan tersebut sebagai tema utama
dalam penulisan skripsi ini yang berjudul “Prosedur Penetapan Tersangka Oleh
Penyidik Kepolisian Berdasarkan 2 (Dua) Alat Bukti Yang Sah dan

Meyakinkan”.



B.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah penulis sampaikan sebelumnya, maka terdapat

beberapa rumusan masalah yang penulis rumuskan, yaitu:

1. Bagaimana prosedur penetapan tersangka oleh penyidik Polisi berdasarkan
Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia ?

2. Bagaimana kriteria alat bukti yang digunakan dalam penetapan tersangka dapat

dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dan meyakinkan ?

C. Tujuan Penelitian
Penelitian ini penulis lakukan dengan tujuan:

1. Untuk menganalisis mengenai prosedur penetapan tersangka oleh penyidik
Polisi berdasarkan Peraturan perundang-undangan.

2.  Untuk menganalisis kriteria alat bukti yang digunakan dalam penetapan
tersangka dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dan meyakinkan.

D. Manfaat Penelitian
Penulis juga berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai

berikut:

1.  Secara teori, diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan
pertimbangan untuk menganalisis alat bukti yang sah dan meyakinkan dalam
penelitian selanjutnya;

2. Secara praktek, diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai dasar

pertimbangan dalam menentukan alat bukti yang digunakan dalam penetapan

tersangka adalah alat bukti yang sah dan meyakinkan;



E. Kerangka Teori
1.  Teori Penegakan Hukum Pidana

Penegakan hukum dapat dipahami sebagai sebuah proses untuk memastikan
bahwa semua orang mematuhi peraturan yang telah ditetapkan oleh suatu negara.
Lawrence M. Friedman dalam bukunya yang berjudul The Legal System: A Social
Science Perspective mengemukakan bahwa “Law enforcement is the process by
which members of society ensure that rules are followed and order is maintained.
It relies not only on formal institutions but also on broader social acceptance of the
law. % Dapat dipahami lebih lanjut bahwa berdasarkan pendapat tersebut terdapat
3 (tiga) elemen utama dalam penegakan hukum, yakni struktur hukum (legal
structure), substansi hukum (legal substance), dan budaya hukum (legal culture).?

Berdasarkan pendapat Lawrence tersebut, struktur hukum yang dimaksud
adalah bagian-bagian yang termasuk dalam kerangka kelembagaan suatu sistem
hukum, misalnya pengadilan, kejaksaan, kepolisan, dan lembaga penegak hukum
lainnya. Substansi hukum yang dimaksud ialah ketentuan hukum, asas, maupun
kaidah-kaidah hukum yang berlaku dalam sistem hukum, misalnya peraturan
perundang-undangan, keputusan, ketetapan, dan sebagainya. Budaya hukum yang
dimaksud adalah sikap, nilai, persepsi, dan kepercayaan masyarakat terhadap
hukum itu sendiri. Hal ini dapat dilihat dari kepatuhan masyarakat terhadap hukum,

tingkat kesadaran masyarakat terhadap hukum, maupun tingkat kepercayaan

2 Lawrence M. Friedmann, The Legal System: A Social Science Perspective (New York: Russell
Sage Foundation, 1975).

3 Kadri Husin dan Budi Rizki Husin, Sistem Peradilan Pidana di Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika,
2016), Hal. 4.



masyarakat terhadap lembaga penegak hukum.* Hubungan antara ketiga elemen
tersebut tidak dapat dipisahkan dan saling mempengaruhi satu sama lain. Hal inilah
yang kemudian disebut sebagai penegakan hukum.

Selain itu, Soerjono Soekanto juga berpendapat bahwa penegakan hukum
adalah suatu proses perwujudan keinginan-keinginan hukum yang telah
dirumuskan dalam peraturan hukum menjadi sebuah kenyataan. Selaras dengan
pendapat Lawrence, Soerjono Soekanto juga mengemukakan bahwa terdapat 3
(tiga) unsur utama dalam penegakan hukum, yakni aturan hukum, sikap dari
penegak hukum, dan kesadaran hukum masyarakat itu sendiri.> Kemudian, dalam
penegakan hukum juga perlu memperhatikan beberapa prinsip dasar. Pertama,
penegakan hukum harus dilakukan berdasarkan aturan hukum yang ada. Kedua,
penegakan hukum harus memberikan kepastian kepada masyarakat terkait apa yang
boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Terakhir, penegakan hukum harus
dilakukan seadil-adilnya.

Dalam pelaksanaan penegakan hukum pidana, beberapa faktor dapat
memperngaruhi efektif atau tidaknya penegakan hukum tersebut, misalnya
pemanfaatan dan penerapan sistem peradilan pidana. Mengenai hal ini, Romli
Atmasasmita dalam bukunya berjudul Sistem Peradilan Pidana berpendapat bahwa
terdapat beberapa pendekatan untuk memahami sistem peradilan pidana, yakni®:

a.  Pendekatan normatif, dimana lembaga utama penegakan hukum seperti

kepolitsan, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan

4 Ibid., Hal. 4-5.

> Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum (Jakarta:
RajaGrafindo Persada, 2007), Hal. 5.

® Romli Atmasasmita, Sistem Peradilan Pidana (Bandung: Bina Cipta, 2010), Hal. 16-18.



merupakan subjek yang tidak terpisahkan dari sistem penegakan hukum
dan bertanggung jawab untuk menjalankan peraturan hukum yang
berlaku.

b.  Pendekatan administratif, dimana lembaga utama penegakan hukum
dipandang sebagai sebuah organisasi manajerial dengan mekanisme
kerja horizontal dan vertikal. Lembaga utama penegakan hukum
tersebut bekerja sesuai dengan struktur yang telah ditetapkan oleh
sistem. Pendekatan ini juga menggunakan sistem administrasi untuk
memfasilitasi fungsi yang efektif.

c.  Pendekatan sosial, dimana lembaga utama penegakan hukum
dipandang sebagai bagian yang penting dalam suatu sistem sosial yang
lebih luas. Dengan demikian, keefektifan lembaga penegakan hukum
dalam menjalankan tugas dan kewajibannya juga dipengaruhi oleh
tanggung jawab kolektif masyarakat.

Di sisi lain, Barda Nawawi Arief mengemukakan pendapat yang berbeda.
Menurutnya, sistem peradilan pidana dapat disamakan dengan sistem penegakan
hukum pidana, dimana pada sistem penegakan hukum pidana, mekanisme
pelaksanaan kekuasaan dan kewenangan penegakan hukum dapat disamakan juga
dengan konsep kekuasaan kehakiman.” Dengan demikian, dapat disimpulkan
bahwa sistem peradilan pidana dapat disamakan dengan sistem kekuasaan

kehakiman.

" Barda Nawawi Arief, Kapita Selekta Hukum Pidana Tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu
(Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2011), Hal. 11.



2. Teori Pembuktian Dalam Proses Hukum Pidana

Mengenai teori pembuktian, terdapat beberapa ahli yang mengemukakan
pendapatnya. Subekti berpendapat bahwa pembuktian adalah sebuah proses
meyakinkan hakim terkait kebenaran dalil yang dikemukakan dalam
persengketaan.8 Di sisi lain, Sudikno Mertokusumo juga berpendapat bahwa yang
dimaksud dengan pembuktian pada dasarnya ialah memberikan pertimbangan bagi
hakim untuk memberi kepastian tentang kebenaran suatu peristiwa hukum yang
diajukan.® Selain itu, M. Yahya Harahap berpendapat bahwa pembuktian adalah
sebuah proses dimana alat bukti yang sah disajikan dan diuji di hapadan hakim guna
memberikan keyakinan tentang kebenaran dari suatu tindak pidana yang
dituduhkan kepada terdakwa.*°

Dari beberapa pendapat yang dikemukakan tersebut, maka dapat disimpulkan
bahwa pembuktian adalah suatu rangkaian proses untuk memberikan kejelasan
terkait kedudukan hukum serta dalil hukum yang dijelaskan oleh para pihak
sehingga memberikan dasar pertimbangan bagi hakim untuk membuat keputusan
mengenai kebenaran dari pihak yang berperkara.!!

Adapun pengaturan mengenai pembuktian juga disebutkan di dalam pasal
183 KUHAP, yang berbunyi “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada
seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia

memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa

8 Subekti, Hukum Pembuktian (Yogyakarta: Liberty, 2001), Hal. 1.

® Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia (Yogyakarta: Liberty, 2006), Hal. 135.
10 M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapah KUHAP: Penyidikan dan
Penuntutan (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), Hal. 142.

11 Alli Imron dan Muhamad Igbal, Hukum Pembuktian (Tangerang: UNPAM PRESS, 2019), Hal. 2.
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terdakwalah yang bersalah melakukannya.”*? Dari pasal ini dapat dipahami bahwa
dalam pembuktian terdapat dua unsur yang penting, yakni alat bukti dan keyakinan
hakim. Lebih lanjut lagi, pasal 184 KUHAP mengatur mengenai alat bukti yang
sah, yakni keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan
terdakwa.

Berdasarkan pasal 185 KUHAP, keterangan saksi memiliki nilai pembuktian
sendiri, dan juga keterangan saksi harus didukung dengan alat bukti lainnya untuk
membuktikan bahwa terdakwa bersalah. Kemudian, keterangan ahli berdasarkan
pasal 1 angka (28) KUHAP memiliki arti keterangan yang diberikan oleh seorang
yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang
suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Dalam penjelasan pasal 186
KUHAP lebih lanjut menjelaskan bahwa keterangan ahli dapat diberikan dalam
bentuk laporan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum.
Apabila hal tersebut tidak dilakukan, maka pada saat pemeriksaan keterangan ahli,
ahli akan diminta untuk memberikan keterangan dan dicatat dalam berita acara
pemeriksaan. Surat sebagai alat bukti adalah dokumen tertulis seperti surat-surat
resmi, laporan, atau catatan yang dapat membuktikan suatu keadaan atau fakta
dalam perkara pidana. Petunjuk sebagai alat bukti dijelaskan dalam pasal 188
KUHAP, yang menjelaskan bahwa petunjuk adalah perbuatan, kejadia, atau
keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain,

maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu

12 Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum
Acara Pidana.
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tindak pidana dan siapa pelakunya, dan hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi,
surat, dan keterangan terdakwa. Sedangkan keterangan terdakwa berdasarkan pasal
189 KUHAP adalah keterang yang diberikan oleh terdakwa dalam sidang tentang
perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri.
Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri dan tidak
cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang
didakwakan kepadanya sehingga perlu untuk diperkuat dengan alat bukti lainnya.!?
3.  Teori Penetapan Tersangka

Penetapan tersangka merupakan proses paling krusial dalam penyelesaian
tindak pidana oleh penegak hukum. Pasal 1 angka 14 KUHAP memberikan
pengertian mengenai tersangka, yaitu “Tersangka merupakan seorang yang karena
perbuataanya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai
pelaku tindak pidana.”** Penetapan tersangka sendiri dilakukan melalui proses
penyelidikan dan penyidikan.®® Berdasarkan pasal 5 angka 1 KUHAP,
penyelidikan adalah sebuah proses dimana penyidik bertindak untuk menemukan
suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana dengan tujuan untuk menentukan
keberlanjutan proses hukum ke tahap penyidikan. 6 Akan tetapi, berdasarkan
pengertian tersangka pada pasal 1 angka 14 KUHAP, penyidik seolah-olah telah

mengetahui perbuatannya. Kemudian, frasa bukti permulaan yang disebutkan pada

13 Ibid.

4 Ibid.

15 Tri Purnama dan Sulaiman, “Penetapan Status Tersangka Oleh Hakim Melalui Proses Persidangan
Dalam Perspektif Pembaruan Hukum Acara Pidana,” CENDEKIA: Jurnal Hukum, Sosial, &
Humaniora 1, no. 2 (2023): Hal. 136.

16 Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum
Acara Pidana.
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pengertian tersebut juga tidak memberikan standar bukti yang bagaimana yang
dapat digunakan sebagai bukti permulaan.!” Bahran juga mengatakan bahwa
berdasarkan pasal ini, penetapan tersangka yang dilakukan berdasarkan pada bukti
permulaan ini dapat disalahtafsirkan. Hal ini dikarenakan menentukan sesuatu
sebagai bukti permulaan sangat bergantung pada kualitas dan siapa yang
memberikan pengertian tersebut. Dengan demikian, sesuatu yang dianggap sebagai
bukti permulaan oleh penyidik dapat berbeda dengan apa yang dianggap oleh
tersangka maupun kuasa hukumnya. '8

Namun, melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XI1/2014,
Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa bukti permulaan yang diperlukan dalam
menetapkan seorang tersangka adalah minimal 2 (dua) alat bukti yang sah sesuai
dengan Pasal 184 KUHAP. Dengan demikian, penyidik telah dibatasi agar tidak
bertindak sewenang-wenangnya dalam menetapkan seorang tersangka.'®
Kewenangan penyidik dalam menetapkan seorang tersangka juga pada dasarnya
telah diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 12
Tahun 2009 tentang Pengawasan Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan
Kepolisian Republik Indonesia, yang berbunyi “status sebagai tersangka hanya
dapat ditetapkan oleh penyidik kepada seseorang setelah hasil penyidikan yang

dilaksanakan memperoleh bukti permulaan yang cukup yaitu paling sedikit 2 (dua)

17 Purnama dan Sulaiman, “Penetapan Status Tersangka Oleh Hakim Melalui Proses Persidangan
Dalam Perspektif Pembaruan Hukum Acara Pidana,” Hal. 136.

18 Bahran, “Penetapan Tersangka Menurut Hukum Acara Pidana Dalam Perspektif Hak Asasi
Manusia,” Syariah Jurnal Hukum dan Pemikiran 17, no. 2 (2017): Hal. 224.

1% Purnama dan Sulaiman, “Penetapan Status Tersangka Oleh Hakim Melalui Proses Persidangan
Dalam Perspektif Pembaruan Hukum Acara Pidana,” Hal. 137.
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jenis alat bukti.”?® Setelah seseorang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh
penyidik, maka tahapan selanjutnya ialah penahanan tersangka.

Penahanan tersangka sendiri merupakan tindakan untuk menahan seseorang
yang diduga melakukan tindak pidana, dengan beberapa alasan. Alasan untuk
menahan seseorang terduga melakukan tindak pidana sendiri telah diatur dalam
pasal 121 KUHAP, yakni:

a.  Tersangka ditahan untuk mencegah kemungkinan melarikan diri dari

proses hukum;

b.  tersangka ditahan untuk mencegah tersangka menghilangkan alat bukti

yang dibutuhkan dalam proses peradilan; dan

c.  tersangka ditahan karena dikhawatirkan tersangka akan melakukan

tindak pidana lagi, baik tindak pidana yang sama maupun tindak pidana
baru.

Penahanan sendiri dapat dibedakan menjadi beberapa jenis. Pertama,
penahanan rumah tahanan. Penahanan ini dilakukan di lembaga permasyarakatan
atau rumah tahanan negara. Kedua, penahanan rumah. Penahanan ini dilakukan di
rumah tersangka sendiri, namun dengan pengawasan yang ketat. Terakhir,
penahanan kota. Penahanan ini dilakukan dengan cara mencegah tersangka
meninggalkan kota atau wilayah tertentu tanpa izin dari penyidik.

Disamping itu, penahanan tersangka juga harus memenuhi beberapa

pertimbangan hakim, diantaranya kepentingan penuntutan, keamanan masyarakat,

20 Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor
12 Tahun 2009 tentang Pengawasan Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian
Republik Indonesia, 2009.
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dan hak asasi tersangka. Selain itu, penahanan tersangka sendiri bukan merupakan
suatu kewajiban, melainkan sebuah bentuk diskresi yang penerapannya harus

dilakukan secara bijaksana dan sesuai dengan urgensi kasus dan alat bukti yang ada.

F.  Metode Penelitian
1.  Tipe Penelitian

Penulisan dan penyusunan penelitian ini merupakan penelitian yuridis-
normatif, yaitu dengan melakukan pengkajian terhadap norma hukum yang terdapat
dalam peraturan perundang-undangan terkait.
2.  Teknik Pendekatan

Pendekatan yang dilakukan untuk penelitian ini adalah pendekatan peraturan
perundang-undangan (statute approach), yang menekankan pengkajian aspek
norma hukum yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan. Selain itu,
digunakan juga pendekatan konseptual (conceptual approach), yakni dengan
mengutip pendapat para ahli atau teori-teori yang relevan, terutama para ahli hukum
dan ahli bidang lainnya yang terkait.
3. Sumber Bahan-Bahan Hukum

Penulisan dan penelitian ini didasarkan pada data sekunder, yaitu berdasarkan
pada bahan-bahan hukum yang telah ada dan tersedia dan relevan, yang
dikompilasi, diseleksi, dan dianalisis sesuai dengan maksud penulisan dan
penelitian ini.

Adapun bahan-bahan hukum yang dipergunakan adalah:

a.  Bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang terkait

dengan penulisan dan penelitan, terutama Undang-Undang Nomor 8
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tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan
lainnya yang berkaitan dengan penetapan tersangka dan alat bukti.

b.  Bahan hukum sekunder, yaitu berupa buku-buku literatur mengenai
hukum pidana, khususnya berkaitan dengan penetapan tersangka dan
alat bukti.

c.  Bahan hukum tersier, yaitu hasil penelitian, jurnal, majalah, dan tulisan
yang relevan, yang diperoleh dari berbagai sumber.

4.  Teknik Pengumpulan Bahan-Bahan Hukum

Bahan-bahan hukum yang dipergunakan diperoleh dengan melakukan studi
kepustakaan (library research) dengan cara melakukan kompilasi dan seleksi sesuai
dengan maksud penulisan dan penyusunan skripsi ini.
5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan-bahan hukum yang dikaji dilakukan dengan melakukan
penafsiran sistematis, penafsiran historis, dan penafsiran otentikal. Analisis
kemudian dirumuskan secara deskriptif-kualitatif, yang disajikan menjadi kerangka
konseptual pemahaman mengenai objek yang dikaji, yaitu mengenai alat bukti yang

sah dan meyakinkan sebagai dasar penetapan tersangka.

6.  Teknik Penarikan Kesimpulan
Kesimpulan dari analisis yang dilakukan ditarik secara deduktif, untuk

dirumuskan sebagai hasil dari penelitian ini.

G. Sistematika Penulisan
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Dalam penulisan skripsi ini, diperlukan adanya penulisan yang teratur, yang

terbagi menjadi empat bab yang saling berkaitan. Adapun sistematika penulisan

skripsi ini sebagai berikut:

BAB |

BAB II

BAB Il

BAB IV

Bab ini merupakan pendahuluan dari penulilsan skripsi yang
menjelaskan mengenai latar belakang penelitian, rumusan masalah,
tujuan dan manfaat penelitian, dasar teori, metode penelitian, dan
sistematika penulisan.

Bab ini merupakan tinjauan pustaka yang bertujuan untuk
membahas mengenai penetapan tersangka dan kriteria alat bukti
yang sah dan meyakinkan

Bab ini merupakan pembahasan mengenai pokok-pokok
permasalahan dalam penelitian ini, yakni bagaimana prosedur
penetapan tersangka berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun
1981 tentang Hukum Acara Pidana dan kriteria alat bukti yang
digunakan dalam penetapan tersangka dapat dinyatakan sebagai
alat bukti yang sah dan meyakinkan

Bab ini merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran

berdasarkan penelitian ini.
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